
 

                         

 

 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 

2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TANGERANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan telah ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota 

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 

maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan 

perubahan;  

 

 

 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Keempat Peraturan 

Walikota Nomor 47 Tahun 2014 Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3518); 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 

27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

  11. 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 

Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor  4 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor , 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4); 



  12. 

 

 

 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 

8); 

  13. 

 

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2014 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota 

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 52); 

  14. 

  

 

15. 

 

 

16. 

Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80); 

Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2016 Nomor 82); 

Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2016 Nomor 83); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

 



Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 

Nomor   Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor  

52), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 7 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan sebagai berikut :  

a. sebesar 0% (nol persen) untuk total NJOP sampai 

dengan Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta 

rupiah); 

b. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk total NJOP 

di atas Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah); 

c. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk total NJOP 

diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

2.  Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 

22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk.  


